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KATA PENGANTAR

Dengan mengucaop puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah fersusun
Rencana Strategis (Rensira) Pengadilan Agama Sangatto sesuci dengan
surat Keputusan Ketua Pengadian Agomo Sangatta nomor @ Wi7-
AS/A5c/OT.01.1/1/2020, tanggal 2 Joanuar 2020 tentang Pembentukan Tim
penyusunan Rencana Starategis (Renstra) Pengadilan Agoma Sangotta
Tahun 2020-2024. Renstra Ini menguraikan tentang  fujuon yang  di
singkronisasikan  dengan  Indikotor tujuansasaran dan  indikator sasaran
dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai
dengon tahun 2024, Rencano Strategis di susun sesuai dengan sistem
perencanaan pembangunan Nasional diatur dalam undang-undang nomaor
25 Tohun 2014 yong dikenal dengon rencana pembangunan jangka
menengah Kementernan/Lembaga (RPJM] yaitu dokumen perenconaan
untuk periode & [ima) Tahun dan rencana Pembongunan Jangka Panjang
yollu dokumen perencanaan unfuk periode 20 {dug puiuh] tahun serta
peraturan perundang-undangan yang beriaku dan mafrks pendangonnya
di sesuaikon dengon alokasi anggoran yong diterima Pengadilan Agama
Sangatta.

Dengon tersusunnya Renstra ini, dihorapkan adanya peningkatan
tranparansi dan akuntabilitas kinesia di lingkungan Pengaodilan Agama
sangatta dalam menjalankan fugas pokok dan Fungsinyo,serta tersedianya
dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sangatic Tahun 2020-2024

yang lebih akuntabel. Pengadian Agama Songotta odoloh pelaksano



BAB I
PENDAHULUAN

mMancjemen peradilan yang boik akan ferwujud apabila ditata dalam
suafu sisfem perencanoan yang okuntabel, yaitu perencanaan yang terukur
don dopat diperfanggungjawabkan.

Peran don fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah
kepada akuntabilitas merupakon landasan yang ideal dalom mewujudkan
cita-cita kehidupan berbangsa dan bemegara dolam sektor penegakan
hukum dan keadilan,

Salah satu unsur pokok darn penjoboron Sistem Akuntabilifas odalah
penyusunan Rencana Strategi  (Renstro). Rencang strategi  merupakan
sekumpulan cita-cita yang ferencana dan terukur yang disusun dalom jangka
woktu fertentu unfuk wokiu yong okan datang dengan berdasarkan
perfimbangan kebutuhaon dan funtutan.

Urgersi penyusunon suatu rencana strategi tedetak poda fungsinya
sebagal kerangka acuan dalam pelaksonaan tugas secara ferencana dan
terukur. penyelenggaroan konfrol don  evaluasi, serta mernjodi basis
perfanggungiawaban kerja pimpinon dan seluruh  aparatur Pengadilan
Agamao Sangatta.

Dalam Sistern Akuntaobilistas Kineda Instansi Pemerintah, perencanaan
strafegi  merupakan  longkah awal yang harus  cilakukan oleh  instansi

pemerintah agar mampu menjawak funtutan ngkungan strategi lokal,



nasional dan global serfa tetap berada dalom tatanan sistern administrasi
Megara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan Strategis yong jelas dan sinergis,
instansi pemerintah lebih daopat menyelaraskan visi don misingya  dengan
potensi, peluang dan kendala yang dihodapl delom upaya peningkatan
akuntabilitas kinefanya,

Rencana Strotegis Pengodilon Agoma Sangatta Tohun 2020-2024
merupakan komilmen bersama dalam menetapkan kinerjo dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan fterprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan, pengkdgjian, pengelolaon terhadap sisten, kebijokan
don peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitos dan efisienst.

Selama kurun wakiu tahun 2020-2024 Pengadia Agoma angafita telah
berusaha menunjukkan kinerfa yong baik khususnya dalam membperikan
pelayanon pubfk bagi mosyorokat pencar keadilan, Capain kinerja
Pengadian Agama Sangotta tahun 2020-2024 ditvangkan dolom Laporan
Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP).

Seluruh capaian program fersebut secara umum felah menunjukkan
kemajuan, ditandoi dengon adanyo perubahan dan peningkatan aalkam
sistern  penyelenggoraan  peradilan. Meskipun demikion, segola  capain
tersebut horus dianjutkan dan ditingkotkan karena kebutuhan masyarakat
pencan keadilan yang dar waktu kewakiu terus meningkat seinng dengan

perkembangan informasi dan teknologl pada masyarakal.



1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)

Kekuaotan Pengadilan Agama Sangoita mencakup hal-hal yang memang

sudah diotur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan ha-hal

yang dikembangkan kemudion,mencakup :

1.

1.

10,

11.

12
| 8

Adannya kelembagaan dan kewenangan yang jeias.

Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undanga yang
beraku)

Adanya reformasi fata kelolo peradilan

Dukungan sumber daya manusia (SDM]

Adanya standar operasional prosedur {(S0OP)

Dukungan system berbasis Website/Deskiop

Adanya RENSTRA atau Program tahunan

Kekompokan/komiimen Manajemen

Adanya layanan PTSP

Adanya layanan e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadiian)
Adanya layanan e-Payment (Pembayaran Panjar Bioya Perkara Online]

Adanya layanan e-Summeons [Pemanggilan Pihak secara onling)

Adanya layanan e-Litigation (Persidangan secara oniing)

Kelemahan (Weaknesa)

Kelernahan-kelemahan yang ada di Pengadion Agama Sangatta diringi

dalam beberapa aspek :

Kurangnya jumiah don kompetensi SDM bidang kepaniferaan dan

kesekretariatan



2. Belum optimainya peloksanaon SOP

3.  Adanya pembatason dona perkara prodec

4. Kurangnya kesodoron opporat pejobat dolom Batasan jabatan yang
diberikan tugas

5. Kurangnya sarana don prosarana  dibagion  Kesekretaroton dan
Kepaniteraon sebagal penunjang kineroa

4. Kurangnya disiplin dalam meloksanakan tugas

7. Perlu adanya pelatihan peningkatan SDM bagian kepaniteraan dan
kesekretanatan

8. Belum ada tenaga IT yang mempunyal basic sarjana [T

<.  Pelvang (Opportunities)

Berikut adalah pelvang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agoma Sangatta
untuk melakukan perbaikan ditinjou dari beberapa aspek

1. Optimalisasi sumberdaya manusia [SDM)

2. Aplikasi berbasis Web'dekstop

3, Kerasama dengan pihak bank berkaitan dengan bioya panjar perkara

4. Mobile Court juntuk sidang kefiling)

5. Bekerfasama dengan KUA dan Disdukcapil dalam peloksanaan Sidang

Terpadu

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
RBerikut adalah tantangan-tantangan di Pengadion Agama Sangatta

yang akan dihadopi dan harus dipikirkan cara terbalk uniuk tetop dapat

melakukan perbaikan sebogaimana yang diharapkan.



Banyaknya jumiah perkowinan yang tidak terdaftar dan soh menurut
hokum negara

Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta

Pernanggian para pihak memakan waktu lama

Banyaknya jumlah penduduk miskin yang fidak mampu membayar biaya
perkarg

Banyaknya perkara cerai yang diajukan THI, Polisi dan PN3 yang belum

mendapat izin dari pejobat yang berwenang



BAB II
VISIMISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Shoteghs Pengadilon Agama Sangatia Tohun 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menefopkan kinerja dengon fahopan-
fahapan yang ferencana dan ferprogram secara sistematis meialul penataan,
penerticon, perbalkan, pengkajian, pengelolaoan terhodop sistem, kebijokan
dan pergturan perundang-undangan uniuk mencapal efektivitas dan efisisnsi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagal
pedoman dan folak ukur kinerfa Pengadian Agoma Sangatta diselaraskan
dengan arah kebjokan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan
dengan pembongunan Nasional yang telah ditetapkan daiaom Fembangunan
Jangka Panjang [2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun
2020-2024, sebogai pedoman don pengendalian kinerja  dalom pelaksanoan
program dan kegiatan Pengadilan dolam pencapaian visi dan misi serfa tujuan
organsasi pada fahun 2020-2024.

Visi odalah suaiu gombaran menantang fentong keadaon masa depan
yang bernsikan cita atov bahkan fujuon hukum [rechfsidea) yang ingin
diwujudkaon, Visi berkaiton dengan pandongon ke depan yang menyangkut
kemana Pengadian Agama Sangetta dan Pengadilan Agama dalam wilayah
hukum Pengodilon Agama Songotta dkon dibowa don diarahkon dapat
berkoryo secara konsisten, tetop eksis, onfisipatif, Inovalif don needed

[dibutuhkan] cleh masyarakat - stakeholder/justitiobelen.



Visi Pengodilan Agama Sangatta adalah sebagai berkut :
"Mewujudkan Peradilan Agama Mandiri, Jujur, Akvniabel dan Transparan
menuju Terwujudnya Peradiion yang Agung”

Visi Pengadian Agama Sangatta mervpakan kendisi yong dinarapkan
dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawali Pengadilan Agamao Sangafta dan
Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya dolam melaksanakan akfivitas,

Misi adalah suatu yang harus diembon atau dicksonakan  untuk
mewujudkan visi Pengadilan Agama Sangatta yang teloh ditetapkan.

Berdasarkan visi Pengadian Agama Sangatta yang teloh ditetopkan
tersebut, maka ditetapkan beberopa misi Pengadilan Agama Sangatta unfuk
mewuiudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Sangatta adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Kemandirian Institusional dan Fungsional Peradilan Agama
Sangatta dengan Menjaga Integritas, Kejujuran, Akunfabilitas, Responsibilitas,
Keterbukoan dan perfakuan yang lidak berpihak kepada salah satu plhak
pencari keadilan”

2.1  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Bercrientasi pada su strategis Mohkamah Agung oleh public adaiah
menuntaskan funggaokan perkara, Pengodion Agama Sangatia  sebagai
pengadilon  fingkat perfoma  dibawoh Mahkamah Agung wajb  unfuk
menjabarkan isu stragefis tersebut dolam benfuk program, sehingga dengan
demikian antara fujuan yang ingin dicopai cleh Mahkamah Agung sebagoi
pemegang kekuasoon peradian tertinggl di Indonesia bersinergl dengan tupuan

yang ditetapkan cleh Pengadilan Agama Sangatia sebagai salah satu lembogd



pengadian di baowah Mahkamah Agung.

Tujuan yong ditetapkan sehubungan penjelosan di otas aodalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja institusi Pengadian Agama Sangatta
agar lekih efektif don efisien.

2.  Meningkatkan akuntabkilitas dan transparansi

3. Meningkofkan kualitos Sumber Doya Manusia aparat pengodian Agama
sangatta

4, Meningkatkon pelayanan kepada masyarakat pencarn keadian.

Sosaran adalah penjabaran dard hujuan secora terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapal atau dihasilkan dalam jongko waktu lima tahun kedepan dari
tahun 2020 sampal dengan tahun 2024, sosaron strotegis yang hendak dicapai
Pengadilon Agama Sangatta adalah sebagai berkut |
1. Terwujudnya proses perodilan yang psti. ransparan dan akuntabel
2. Peningkatan efekiifilos pengelolaon penyelesaian perkaro
3, Meningkatnya akses peradilan bogi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhodaop putusan pengadilan

Indikator kinerjo utama diperukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalom mencopai tujuan. Hubungan tupan, sasaran dan

indikator kinerja utama digambarkan sebagal benkut |

Mo | SasaranStrategis Indikator Kinerja

L. Thﬂhmnl‘mu a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
pHLqumdm
Akuntabel

s e

b. Persentase perkara yang diselesaika tepat waktu




¢. Persentase penurunan sisa perkara

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya
Hukum;
*Banding

» Kasasl
PK

e. Index responden pencarikeadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

Peningkatan w Persentase isi Putusan yang diterima oleh para
Efektivitas pihak tepat waktu
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui
Mediasi
¢. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu
¢ Persentase Putusan yang menarik perhatian
Masyarakat (Ekonomi $yariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Meningkatnya a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Akses Peradilan
Bagi Masyarakat
Miskin dan
terpinggirkan
b. Persentase Perkara vyang diselesaikan diluar
Gedung Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang mendapat layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang
kepatuhan ditindaklanjuti {dieksekusi)
terhadap putusan

| Pengadilan




Empatl sasaran strofegis fersebut diofas merupon arahan bagi
Pengadion Agoma Songofo unfuk mewuutkan visi dan misi yang fekah
ditetopkan dan membuat rncian program dan kegioton pokok yong okan
diloksanakan sebagal berkut
g. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peraditon Agama merupakan
program unfuk mencopal sasaran sfrategis dalam hal penyelesaian perkarg,
tertib adminkirasl perkara, don Aksesbiitos Masyorokal terhadop Peraditan,
Kegiotan pokok yong dilcksanakan Pengadilan Agama Sangatta dalom
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradiian Agama adalah :

i. Penyelesaion perkara-perkara Perdota Khusus

2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdafa Khusus

3. Penelitian berkas perkara Banding disompalkan secara lengkap dan tepat
wakiu

4, Register dan pendisfribusian berkas perkara ke Majels yang tepaf woakfu

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Progrom Dukungan Manajemen dan Peloksanoan Tugaos Teknis Lainnyd

Mahkamah Agung
Program dukungan Manojemen don Feloksanoan fugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung di buat unfuk mencapal  SQsCRan strategis
menciptakan sumber dayo manusia yang berkualifas dan  mencapal
pengawasan yang berkvalifas. Kegiotan pokok yang ditaksanakan dalam

program ini adalah !



1. Pelaksangan Dikiaf Teknis Yudisiol dan Non Yuedisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut femuan yang masuk dari Tim Pemeriksa

c. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatwr Mahkamah
Agung bertujuan unfuk mencapai sasaran sirategis dalom penyedioan sarang
dan prasorang. Kegiotan pokek program ini adalah pengadoan sarana dan
prasarana diingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertoma dengan
harapan agar fercipta sugsana  ketenangon dan  kenyamanaon  dafam
peigksanaan tugas sehari-har sehinggo akan membawa keargh peningkatan
kinerja dan pemberian layanan dan maksimal (pimo] kepoda parg pihicrk

pencar keadilan.



BASB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEG! MAHKAMAH AGUNG

sesuai dengan aroh pembangunan bidang hukum yang tertuang
dalam RPIMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujedkan
visi Terwujudnya Badan Peradilon Indonesio Yang Agung, maka Maohkamah
Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berkut

1. Terwujudnya proses peradian yang pasti, fransparan dan akuntobel,

2. Meningkatnya akses peradion boagi masyarokal  miskin dan
terpinggirkan.

3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara mekalui
pemanfaatan teknologi informasl.

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerfa aparaf  peradilan
secara oplimal bak intemal maupun ekstemal.

5, Terwujudnya sistern manajemen sistem informaosi yang terintegrasi dan
menunjang  sislem  peradilan yang sederhana, fransparan  dan
akuntabel.

6. Peningkotan Kompetensi don Integntas 3DM

7. Meningkotnya pengelolaan manajerial lembago peradilon secara

akuntabeal, efekiif don efisien



Masing - masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijokan sebagai

berikut

Sasaran Sirategis 1 : ferwujudnya proses peradilon yang paostl, fransparan dan

akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strotegis proses peradian yang pasti, fransparan dan

akuntabel, ditetapkon arah kebijokan sebagal berkut @ 1] Penyempumadn

penerapan sisterr kamar; [2) Pembatasan perkara kasasi; (3] Proses berperkara

yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan, Dengan Lrgian

per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA no. 142/KMA/SK/IX/201] yang
diperborui dengan SK KMA no. 017/KMA/SKAI2012 yang dilaksanakan dengan
membagi 5 kamar penanganan perkara ; kamar pidana [pidana umum dan
pidana khusus), kamar perdata [perdata umum don perdata khusus), kamar
TUN, kamar agama dan kamar militer dengan fujuan (1] menogda korsistens
putusan, |2) meningkatkan  profesionalisme  Hakim - Agung dan (3)
mempercepal proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setalah
lebin dari 2 tahun peloksonoan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah
dilakukan., karena sekain belum diakukonnya tatalaksana administrasi/teknis
baru yang mengarohkan pada pencapaian fujuan implementasi  sistem
karnar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dori sistemn kamar, sehingQao
penyempumaan penerapan sistem komor ini dipandang sangat  periu
dilokukan dengan rencana strategi @ |a) penataan ulang struktur organisasi
sesual dengon alur kerjo penanganan mangjemen perkara, (b] penguatan

datobase perkara dan publkasi perkara, (c) menempatkan personi S5



dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempumaan aturan sistem
kamar,
b. Pembalasan Perkara Kasasl
Tingginya Jumiah perkara masuk ke Mohkomah Agung 80% perkara masuk di
fingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90%
berosal dori perodian umum sehingga sulif bagih MA  unfuk mealakukon
pemetaan permasalohan hukum dan 45 mengawasi konsistensi putusan, hal
ini disebabkan cleh ketidakpuoson para pencar keadion ferhadop hosil
putusan baik di Tingkat Perftama moupun Tingkat Banding sehingga memicu
para pihak melokukan upaya hukum kasasi dan penetapan majels yong
bersifal ocok belum sesuai dengaon keahlion mengakibatkan penanganan
perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan
pada pengadion Tingkat Banding biso diteropkan sisterm kamar secara
berfghap dan Tingkai Pertoma difingkotkan spesiglisasi hokim  dengan
sertifikasi diklat don okan diperbaryi secara berkala,
c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijslaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilon mediasi
yang menggunakan metode win-win solufion dan memakan wakiu fidak leih
darl 2 bulon fidak lebih dad 20% sehingga belum efeklif sehinggo belum
secara efekfif meningkatkan produktifitas penyelesoian perkara, hal ini
disebabkan mekanisme prosedur madiasi belum efekdif mencapai sasaran
karena mediasi belum dilaksanokan secara maksimal di pengoadian, belum
sermua hakim mempercleh pelatihan tentang mediasi sehinggo pemahaman
mereka tentang mediasi belum seragom, jumiah hakim ferbatas, sehingga

mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharopkan ke



depan bisa dickukan pendjaman metode rekruitmen calon peseria pelatinan
medias, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama
dengan lembaga mediasi di luar pengadiian.

Lamanya proses berperkara  yong  meningkatkon tumpukan
perkara, tidok mungkin selesai dengan mediasi sgjo, fervlama perkara
perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastion dunia usaha
diperiukan  ferobosan  hukum  acara  unfuk  menyederhanckan  dan
meringankan biayanya (small claim court). Diharopkan ke depan hal ini bisa
diupayakan dengan perubahan/frevisi RUU Hukum acara ataupun peraturan
dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan

Untuk mewujudkon sosaran strategis peningkain akses peradian
bagi masyarakal miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 | tiga Jarah
kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan bioya perkara untuk masyarakot
miskin, [2) Sidang kelling/zitfing plaats dan (3) Pos pelayanan bantuan hukurm.
Sesuail dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 fahun 2014 dilakukan
dengan 3 [tiga] kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara uniuk masyarakat miskin
Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi
meningkat sefiop tahunnya namun  memiiki  kendala  keterbatasan
anggaran untuk memenuhi target bilo dibondingkan dengan potensi
penduduk miskin berperkara, kesuliton pelaporan kevangan juga skap
masyarakal yang malu/ftidok yakin terhadop layanan tersebut. Hal ini

diharapkan ke depan dapat dilokukan publikasi manfact pembebasan



perkara bagi masyarakat miskin, pengjaman estimasl baseline bedasarkan

data |1 s/d 5 tahun ke depan} dan penguatan alokasi anggaran,

meningkatkan kerfa sama dengan Kementeran Hukum dan HAM tentang

mekanisme penggunoan jasa OBH don meningkatkan kerja sama dengan

Kementeran Keuvangan dan BPK agar mendopat perakuan tersendiri atas

perfanggungowaban keuangannya.

b. Sidang keliling / Titing plaats Sidang Keliling/Zitting Plaats
yang dalam peloksonoannya selain mekayoni penyelesaion perkord
sederhana masyarokal miskin dan terpinggirkon juga telah dilokukan
inovasi unfuk membantu masyorakat yang belum mempunyai hak
identfitas hukum [(akta lahi, okto nikoh dan akta cerail. belum bisa
menjangkou dan memenuhi  kebutuhon  masyarakat  miskin - dan
terpinggirkan  kareno  keterbofasan anggaran, diharapkan kedepan
dilakukan penajamon  esfimasi  boseline  berdasarkan  data dan
penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerjo soma dengan
Kementerian Agama don Kementeran Dalam Negen dengan manyusun
peraturan barsama.
c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Peloksangan pos layanan bantuan hukum  inl disediakan urtuk
membantu masyarakal miskin don fidok ado kemampuan membayar
advokat datam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak
hak pencar keadian diuar peridongon | non lfigasi ). Hal inl dilakukan
agar fidok terfjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan
HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

berupa pendampingan secara materil didalom persidangan,



Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan

perkara melalvi pemanfaoton teknologi informasi Dengon arah kebijakan

sebagai benkut :

a. Penataan vlang manajemen perkara.
Jongka wokiu penanganon perkara pada Mahkamah agung sesuai
dengan Surat  keputusan  Kefua  Mahkamah  Agung nomor
138/KMASSK/IK/2009 tentang Jongka wakiv Penanganan Perkara Pado
Mahkamah Agung Rl menyotakan bahwa seleroh  perkara yang
ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka wakty
1 (sotu] tahun seteloh perkora diregister, sementara penyelesaian
perkora poda Tingkat Pertoma dan Tingkat banding diatur melalu Surat
edaran Ketua Maohkamah Agung nomor 3 tahun 998 tentang
Penyelesoian Perkara  yang menyataokon bobhwa  perkara-perkara
perdata umum, perdata agarma dan perkara tata usaha Negara, kecual
karena sifat dan keadaoan perkaranya terpaksa lebin dari & (enam) bulan
dengan ketentuan Kelua Pengadilan Tingkat Pertama yang
bersangkuton  wajib  meloporkan  aloson-olosannye  kepada Ketua
Pengadian Tingkat Banding.
Dengan adanya semongat pimpinan Mahkamah ogung  dalam
mereformasi kinerfa Mohkamah agung don jajarannya serta terlaksanya
kepastian hukumn serfa merespon keluhon masyarakat okan lomanya
penyelesgion perkara diingkungon Mahkamah Agung dan  jajaran
Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat
Keputusan nomor KMA nomor 119/KMASSE/VIF2013 tentang Penetapan

Hari Musyawaroh dan Ucopan Paodo Mahkamah Agung Republik



Indonesia pada butir ke figa menyatakan bahwa hard musyowarah dan
ucapan hans ditetapkan paling lama 3 [tiga) bulan sejok berkas perkara
diterima oleh Ketua Majelis, kecuall ternadap perkara yang jangka wakiu
penangannya difenfukan lebih cepat oleh undang-undang [misainya
perkara-perkara Perdata Khusus otau perkara Pidana yong terdokwanyo
berada dalom tahonan). Penyelesoion perkara untuk Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung
nomor 2 fahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilon Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding poda 4 (empat) Lingkungan Peradilan
menyatakan bahwa penyelescian perkoro pada Fengodian Tingkat
ferfama paling lambat dolom wokiu 5 (lima] bulon sedang 47
penyelesaian perkara pada Pengadion Tingkat Banding paling lombat
dolom wakiu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu fermasuk penyelesaian
minutasi, Dalam rangko ferwujudnya percepatan penyelesaion perkara
Mahkamah Agung don Peradion dibowahnya senanticsa melakukan
evaluasi secarg rutin melalul laporan perkara.

Cisarmping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan
untuk penyelesaion perkoro perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu
agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga ticiclk harus
terkat dengan hukum formil yong oda, Mahkamaoh Agung menyusun

regulasi sebagal payung hukum terdaksananya small claim court,



b. Integrasi Informasi perkara secara elekironik.

Termasuk salah satu kebijokon percepatan penyelesaion perkara maka
Mahkamah Agung don Peradian dibawahnya kini sedang digalakikon
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses regulasi
nenyelesaian perkara, perkara yang diajukan pado Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat banding disamping dalom bentuk surat gugat
secara hard copy kedepan juga dilengkapi dengan surat gugat dalam
bentuk soft copy yang dikemudiaon hari okan dinfegrasikan dengan
aplikasi, cose tracking systern, sistem administrasi perkara Pengadilan
Agama, sstem administrasi Pengodian Tata Usaha Negara dan sistem
Administrasi Pengadilon Militer don kedepan Mahkamah agung dan
Peradilan dibawahnya akan dikembangkan dokumen elekironik yang
terkait dengan seluruh berkas perkara. Disamping ity kini logi digalakkan
juga elektronisasi pemanggian para pihak secara delegasi. diharapkan
dengan kebijakan ini bisa menjodi percepatan bisnis proses penyelesaian
perkara,

Dengon odanya kebijokon Pimpinan  ferkait  dengan oplimalisasi
teknologl informasi dalam percepatan penyelesaion perkara maka
sudah barang tentu harus dilkuti dengan pengembangan sumber dayd
dibidang teknologi  informosi, kedepan akan  diodaken  evaluas
pemetaan kebutuhan 5DM ferkait dengan teknologi informasi pada
sefiop sotuon  orgonisosi il ingkungan Mahkamah - Agung dan
mengadakan pelafihan-pelatihan aparatur Mohkamah ogung  dan

jajarannya secara berkala.



c. Penguatan Organisasl dan SDM Kepaniteraan
Sejolon dengon penatoon ulang manajgmen perkara, Mahkamah
Agung merasa perlu untuk melaksanakan penguatan organisasi dan SOM
poda Kepaniteraan dengan bentuk:
1. Pembenahan organisasi dengan penerapan penilaian kinerjo pada
berbagal lopisan di Kepaniterooan
9. Parombaokan orgaonisasi dengan  pemberdoyoan  pegowai-pegowal
berpotensi dakam proses penataan manajemen perkara
3, Pengembangan kapasitas dan fransformasi mindset pegawal  dalam
rangka percepoion proses manajemen perkarg
4, Penyusunan dan implementasi jenjang karr bagl pegawai Kepaniteraan
sejalan dengan fanggung jowab don beban pekerjaan.
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peloksanoan pengawasan kinerja aparat
peradilan secara oplimal baik internal maupun eksternal
Untuk mewujudken sasaran sirategis Peningkatan pengowasan aparatur
peradian, ditetapkan arah kebijakan sebagal berikuf : (1} Penguatan S0
pelaksana fungsi pengowason: (2} Penggunoan pararmeter obyekitift dalam
pelaksanaan pengawasan; (3] Peningkofon akuntabilitos dan  kualitas
pelayanan peradilan bagl masyarokat dan (4] Redefinisi hubungan
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagal mifra dalam pelaksanoan
fungsl pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagal berikut ©
a. Penguatan 5DM pelaksana fungsi pengawasan
Peringkatan pengawasan periloku aparatur dan organisasi peradiian

dicapai dengon 4 arah kebijakon yaitu (1] Penguatan Sumber Daya



Manusio Peloksang Fungsi Pengowasan, (2] Penggunoon Parameter
Obyekif dolam Pelaksanaan Pengawasan, (3] Peningkaton Akuntabilitas
dan Kualitas Pelayanan Pengaduon bagl mosyarakat dan [4) Redefinis
Hubungan Mahkomah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya
Manusia Pelaksana Fungsi Pegowosan masih terkendala dengan sumiser
daya yang masih kurang, perlu penguatan SOM dimana potensi untuk
mendukung hal tersebut odoloh teloh odanya Feraturan Bersama
Mahkamah Agung don  Komisi  Yudisial  NoO2/PB/MAJIX/2012-
02/PB/P.EY/0%/2012 tentang Panduon Penegokon Kode Efik don
Fedoman Perlaku Hokim sehinggo strategi yang dilokukan adaloh
dengan diodakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrosi
Umurn dan peningkatan kwalitos dan kuantitas 5DM pengawasan
internal,

b. Penggunaon parameler obyeklif dalom pelaksanoan pengawasan
Penggunoan Parameter Obyektif dalam Pelaksancan Pengawasan,
permasaichannya adolah dengan beriakunya Perofuran Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Kevangan dan Fasiitas Hakim Yang
Berada di Bawah Mahkamah Agung. maka 3K KMA  Nomor
07 1/KMA/SE/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Ehusus Kinera Hakim Dan Pegawal
Neger Padao Mahkamah Agung Rl dan Bodan Perodilan Yang Berada d
Bawahnya tidak beraku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperiukan evaluasi
dan hormenisosi peraturan yong ada yong didukung cleh keinginan

vang kuat dor Pimpinan  untuk mewujudikan peningkatan  kinerda,



integritas dan disiplin  hakim sehingga dapat dilokukan penyusunan
regulosi penegakan disiplin, peningkatan kinerja don infegritas hakim
pada badan peradion yong berada of bowah Mahkomah Agung.
Parmasalchan lginnya adalah belum berjolannya sistem evaluasi kinerja
vang komprehensif dengan tantangan belum ado kajion mengenai
kiosifikasi bobaot perkara dan ukuran standar minimum produkfivitas hokim
dalam memutuskan perkara dengan jumich dan bobot tertentu.
sedangkan pofersi yang ada yaitu telah adanyo kebijokan Pimpinan
dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai [SKP) sehingga strategi yang
dopat dilakukan dengon diadokannya pendidikan dan  pelafihon
penyusunan dan pengukuran SKP.

c. Peningkatan ckuntaobilitas dan  kualitas peloyanan  peradilon  bagl

masyarakot
Peningkatan Akuntabiitas dan Kualitos Pelayonon Pengaduan bagi
masyarakat permasalahonnya yaitu rentang kendali 832 satuan kerjo
menjadikan Badan Pengowaos kesulitan unfuk menndaklanjuti sermua
laporan/pengaduan yang ada dan Pengodion Tk, Banding sebagai
ujung tombaok pengowasan untuk menindaklanjuli laporan dar daerah,
4% belum berfungsi maksimal karena pengadunya fidak jelas sehinggo
sulit untuk diklarfikasi. Poda permasclahan rentang kendali 832 satuan
kerja menjodikan Badon Pengowas kesulifan untuk menindaklanjuti
semua  laporan/pengoduan yang ada  terdopat  tantangan Masin
banyak masyarakat belum mengetohui dan memahami mekanisme
pengaduan dan belum adanya regulasi jarminan mengenal kerahasiaan

dan perindungan ferhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan



potensi yang ada yoifu Keputusan KMA Bl NoO78/KMAJSSENVIS2009
tentang petunjuk peloksanoan penanganan pengaduan di ingkungan
lembaga Peradilan, mekanisme layanon pengaduan online, Badan
Pegawasan menggunakan aplikasi berbosis web dan feknologi clent
sarver serta data base yang tementralisasi, unfuk mempermudan
pengintegrasian data [Sistern Informasi Persuratan/Pengoduan; Sistem
Informasi  penelusuran  pengoduan/indak lanjut pengaduan;  Sistem
Informas Kosus: Sistem informesi Hukuman Disipling Sstem Informasi Majelis
Kehormatan Haokim: Sistem Informasi whistieblowing) sehingga strateg
yang dapat diakukan antara lain Penyedernanaan olur pengawasan
internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan cengan
jaminan  kerahosioan tfinggi bagi  pegaowai intemal.  Rancangan
perubahan atas SK KMaA Momor 21 6/KEMASSEXN 2011 tentang Pedoman
Penanganan  Pengoduan melalsi  Layanan Pesan  Singkat [ShAS),
dimaksudkan untuk menarmpung dan mempermudah  penyampeaian
pengaduan berkaitan dengan whistieblower/justice collabolator melalui
aplikasi sistermn web Badan Pengowosan. Sedangkan permasalahan
pada Pengadilan Tk, Banding sebagai ujung formbak pengawasan unfuk
menindaklonjuti loporan dari doerch, belum berfungsi maksimal karena
pengadunya tidak jelas sehingga sulit unfuk diklarifikosi  dengan
tantangan belum adanye regulasi sisterm pengaduan terhadap pelopor
yang fidak jelos identitasnya. Untuk ity peru dilakukan Penyusunon
standarsasi pengoduan bagi pelapor yang tidak jelos, peningkatan
kopasitas aparatur pengadilon yang  berorientasi pada pelayanan

masyarakat dan dorongan terhadaop pengadilan unfuk mendapatkan



sertifilkasi Stondar Peloyanon Organisasi (150), yang dikeluarkan oleh
lembaga eksternal don melakukan pengowason secara terusmenenus
guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.
d. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung don Komisi Yudisial sebagai mitra
dalom pelaksanaan fungsi pengawasan
Redefinisi hubungan MA dan Komisi Yudisial sebogoi mifra dalam
pelaksanaon  fungsi pengowason  dengan  permasalahan belum
adanya kesepahaman hubungon kero sama antarc Mahkamah
Agung dengan Komisi Yudisial sebagal Lembaga Pengawas eksternal
dengan tantangan Pengaduan yong diterima oleh Komisi Yudisial periu
dikcordinasikan dengon Mahkamah Agung. Sedangkon polensi yang
ada untuk mendukung redefinisi Hubungan MA dan Komisi Yudisial
sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan felah adanya
Peraturan Bersarmna Mahkarnah Agung dan Komisi Yudsial antara lain,
peraturan No,02/PB/MA X201 2-(02/PB/P.KY/0%/2012 fentang Panduan
FPenegakan Kode  Efik dan Pedoman  Perlaku Hakim,
Mo 0G/PE/MAJIX/201 2-03/PB/P.XY/09/2012  tfentang rata Carg
Pemefiksaan Berssama dan  No.O4/PB/MAS/ 201 2-04/PB/P.EY /09,2012
tentang Tata Cara Pembenftukan, Tota Kerfo dan Tata Corg
Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hokim oleh karena iU
strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakaton
teknis findok lanjut pengoduan dengan Komisi Yudisiol sebogal
Lembaga Pengawas Exsternal don dukungan sarana dan prasarana

dalam pelaksanaan pengawasan eksternal.



Sasaran Strategis 5§ : Terwujudnya sisterm maonajemen Informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilon yang sederhana, fransparan
dan akuntabel
Untuk mewujudkan sasaran  strategis pengembangan  sistern
informast yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilon yang sederhana,
transparan don okuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1)
Trarsparansi kinera secarg efektif don efsien; (2) Penguotan Regulasi
Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan {3} Pengembangan kKompetensi
SOM berbasis Tl
a. Transparansi kinerja secara efekdif dan efisien
Mahkaomah Agung metalul berbagal kebijokannya telah berupaya untuk
mengoplkasikan teknolog dalam pengeloloan informasi yang diperiukan
internal orgonisasi mavpun para pencarl keadilan dan pengguna jasa
layanan peradian. Namun demikion, dengon cdanyo perkembangan
kebutuhan, hingga kini masih banyak fimbul keluhan dari para pencar
keadilan. DI sisi lgin, intermnal organisasi MA dan badan-bodan peradilan
di bawahnya juga masin merasokan perunya safu kebijokan sistem
pengelolaan Tl yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan
dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungs di sefiop unit
kerja. Dengan demikion dopat diharapkan tejodinya peningkatan
kualitas peloyanan  informasi  kepada  maosyarokat, yaifu  dengan
mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar
insfitusi  ofaw  yong dalom  dunia  teknologi  informasi disebut
"interoparability”  yoifu  kemampuaon  organisasi pemerntah  unfuk

melokukan fukammenukar informasi  dan  menginfegrosikan  proses



kefianya dengan menggunakan stondar terteniu yang diaplikasikan

secara berssama yong difunjang dengan teknologi informasi yang

memadai.

Memiliki manajermen informasi yong menjamin akuntebilifas, kredibilitas,

dan transparonsi serta menjadi organisasi moderm berbasis Tl terpady

adaloh soloh  safu  penunjang penting yong akon  mendorong
terwujudnya Badan Peradian Indonesia yang agundg.

Pengembangan Tl di MA adaloh merupakon sarana penduking untuk

mencapai halkhal berkut ini:

a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyedioan akses
terhadap semua informasi yang relevan dard dalam dan luar
pengadilan, termasuk putuson, jurnal hukum, dan lginnya;

b. Peningkatan sstem odministrasi pengadian, melipufi okses atas
aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan
informasi, dan kesaksian;

c. Pembentukan efisiensi proses kera di lembaga peradian, yaitu
dengan mengurangl kerja manual dan menggantikannya dengan
proses berbasis komputer;

d. Pembeniukan orgonisasi  berbosis  kinero.  yaitu dengon
menggunokan teknologl sebogai alat untuk melakukan pemantauan
dan konfrol atas kinerja;

a. Pengembangon metode pembelagjaran dar Bimbingan Teknis menuju
e-earning atau pembelajaran jorak jouh secara bertahap.

Guna efisens dan efektifitos kinerqa semua sotuon orgonisasi di bawah MA

akan diberkan akses pada suotu sistem funggal yong dikeicla secara



terpusat di MA, melalui suatu joringon komputer terpadu yang tarsebar di
sefurun Indonesio. Penyediaon sistem informasi secara ferpusat ini akan
menjamin pelaksanaan proses kera yang konsisten di sekurub Bni 51 organisasi
MA, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serfa memudahkan
teknis penyedioan, pemeliharaan maupun pengeleloannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasl
Perkembangaon Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat,
sehingga songat banyak membontu dolom  proses  penyelesaian
pekerjoan disegala bidang fermasuk mempermudah dan mempercepot
proses pelaksancan tugas don fungsi di sefiop unit kerjo baik internal
organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilon di bawahnya dalarn
sistern pengelolaan T yang komprehensif dan terinfegrasi, namun dalam
pemantaatannya periu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai
dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. itu perlu didukung regulasi yang

dapat mengendalikan periaku dengan aturan dan batasan. Peraturan

dan regulasi dalam bidang Tl di Mahkamah Agung dan Bodan di

bawahnya yong sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperf.

a. Undang-undang Me.l4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrmast
Publik, undangundang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan
tata kelola kepemerintahan yang bak (Good Govermnance] yang
mensyaratkan adanya akuntobiitas, transporansi dan  partisipasi
masyarakat dalam sefiap proses terfadinya kebijokan public

b, Surat Keputwsan  Ketua  Mahkomah  Agung Mo, 1-

144/KMA/T/MALT /2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi o



Pengadian, Mewujudkan peloksancan  fugas dan pelayanan
informasi yang efekfif don efisien seria sesuai dengan ketentuan
dalaom  peraturan  perafuran perundong-undangan, dipariukan
pedoman pelayanan informasi yang sesual dengon tugos, fungsi
dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan
informasi yang sesual dan tegas melalu surat Kepuiusan Kefuao
mMahkomah Agung Rl Nomor 1-144/KMASSES2011  tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai penggant
surat  Keputusan Ketua Maohkamah AgQUng Rl Momor
144/KEMA/VIN2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
(Sistern Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking
systemn |CT5). Hingga saat sudah diluncurkannya CT5 Versi 01 dan
CTS Vers 02 dan kinl sedang dikembangkan CTS Versi 03
diingkungan Peradilan  Urmum, Paradilan Miiter don TUN dan
redesign SIADPA diingkungan Peradilan Agama.
c. Pengembangan kompetensi sumber Daya Manusia berbasis Tl

Dalam visi dan misi Badan Peradilon disebutkan bahwa salah satu kritena

Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Bacdan Peradian telah

mampu mengelola don membina DM yong kompeten dengan kriteria

obyekfif, sehingga fercipta hakim dan aparatur  peradion  yong

berntegritas don profesional. Dengan demikian, diperiukan perencanaan

dan langkoh-langkah yang bersifat strategls, menyeluruh, terstrukiur,

terencana dan ferntegrasi dalom satu sistem mangjemen SOM.

Sistemn managjemen DM yang dimaksud adaolah sistern manajemen S0

herbasis kompetensi yang biosa disebut sebagal Competency Based HR



Management [CBHRM|. Sktem ini juga akan memudankan operasionolisasi
dari desain orgonisasi berbasis kinerjo, sekaligus menjawab tuntutan RE.

Kompetersl menjadi elemen kunci dalam manajermen SDM berbasis
kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelos. Kompetensi diarfikan
sebagal sebuah  kombinasi antara  keterompilon  {skill], pengetahuan
[knowledge] dan afribut personal (personal atfrioutes). yang dapat diihat
dan divkur dad periake kefa yang ditampilkon. 52 Secara umum,
kompetensi dibogi menjodi duad, yaitu soft competency dan hard
competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat
dengan kermnaompuan untuk mengelocla proses pekeraan, hubungan antar
marutia serfa membaongun interaksi dengan Grang lain, contohnya,
lsadership, communicafion dan interpersonal relation. Sedongkan hard
competency adalah kompetensi yong berkaiton dengan kemampLan
fungsional atau teknis suatu pekenaan. Lompetensi ini berkaifan dengan
seluk beluk teknis pekerjoan yang ditekuni. Confon hard competency di
ingkungan peradian adalah memutus perkara, membuat salinan putuson,
membuat loporan keuangan, dan kain sebagainya. Kegiatan terpenting
dalam CBHRM adalah menyusun profi kompetensi jobatan/pesisi. Dalam
proses penyusunan profi kormpetensi. akan dibuat daffar kompetensi, baik
soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan
dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator pearilaku.
Profi kompetensi inl  okan menjadi persyaratan  minimal  unfuk
jabatan/posisi terfentu serfa akan menjadi basis dalam pengembangan
desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehinggo selanjutnya akan

dapat dikembangkan



digkukan  secara  terdesentralisasi.  SDM berbosis  kompetensi

memudahkan implementasi 0, karena pendekatan ini  sangal

memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan

pengembangan pengefahuan serta keterampilon penanggungjawab

pengelola SOM di daerah. Proses pengelolaan seperti ink, dipandang

lebih efekiif dan afisien.

mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut

adalah dukungan yang diperiukoan untuk berhasinya implementasi

sistemn pengeloloan SDM berbasis kompetens

a. Temsediaonya peraturon perundang-undangan  yang mendukung
kemandiian pengelolaan SDM Badan Peradian.

b. Adanya komitmen yang kuat dar pimpinan dan seluruh pejobat
struktural Badan Peradilan,

c. Adanya penguatan unit kera pengelolo kepegawaoian dan
penguatan 3O0M pengelolanya.

d. Adanva keterpoduan antara strateg pengorganisasian dengan
strategi mangjemen SOM.

e, Manajemen S0M diposisikan sebagal aspek strategis dan terpodu
dengan visi, misi dan sasaran organisasi.

i, Menyesugkon perkembangan yang teradi, feksibel terhadap
perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.

g. Mendorong kepatuhan terhadap nigi-nial organisasi dan etfika
profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bemaung di bawaoh Bodon Peradion

dituntut unfuk senanfiosa meningkatkan dan memperluas wawasan serta



keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya
cuglitas  penyelenggaraan  peradian dan peloyanan  hukum kepodd
masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatikan kepuUasan
dan kepercayaan terhadap Bodan peradilan. Salah satu caranya adalah
dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang kamprehensif,
terpadu, dan sinergis dengan kebuluhan Badan Peradilan dan niloi keadilan
yang hidup di masyarakot. Selain iy, sistem rekrutmen juga harus dilihat
sebagai bagian fak terpisahkan dari sistemn pendidikan dan pelatinan, dalam
rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradian. Hal ini merupakan card
yang kemprehensit dalam mengelola dan membina sumber daya manusia
yang kompeten dengan kriteria obyeklif, sehingga tercipta personil peradian
yang berntegritas dan profesional sumber daya manusia yang kompeten
dengan kiiteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri
dari Badan Peradilan iIndonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi
takad Bodan Peradion untuk menghasikan lulusan hakim dan pegowal

pengadian yang terbaik dori segi keaghlian, profesionalitas, serta integritas.

Unfuk mendapatkan SOM  yang kompeten dengan kriteric  obyekt,
berintegritas dan profesional. maka MA akan mengembangkan “Ssfem
Pendidikan dan Pelafihan Profesi Hokim dan Aparatur Peradion yang
Berkudlitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Traning
Center [JTC)". Sistem Ini akan dopot terwujud dengan usaha perbaikan pada
berbagal aspek, yaitu melipufi :

1. Kelembagaan (institusional);

2. Sgrana dan prasarana yang diperukan;



3, Sumber daya manusia;

4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan:

5. Permnanfaatan hasil diklat;

&. Anggaran diklot: serta

7. Kegigtan pendukung lainnya  [misalnya kegiatan penelitian dan

pengembangan).

Perbakan poda kelujuh aspek o atas akan menjadi fokus perhation pada

usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan, 54 Konsep yang akan

diodopsi dalam penyelenggaroan pendidikan dan pelatihan ke depan

adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan [Continuing

Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yong

diberkan kepada [calon| hokim dan aparatur peradian  mearupakan

kelanjutan dar pendidikan formal yang sebelumnya telah mereko dapatkan,

Pengembangannya  Qkon menyasuaikan dengan perkembaongan  profesi

yang mereka geluti sepanjang karimya di pengadian, misalnya bogaimana

seorang hokim dapat terus mengikuti perkembangan wocand dan rasa

keadian yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang

aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi kemputer terfentu

uniuk mendukung pelaksanoan tugasnya. sebagai pedoman implementasi

C.JE ini, terdapat beberapa prinsip yang harnus diparhatikan, yaitu :

a. Bersifat komprehensit, terpadu dan sinergis untuk membaniu hakim dan
gporatur peradion memenuhi haropan masyarakat;

b. Bersifal khusus yang merupakan bagian dar pendidikan berkelanjutan dan
terpusat  pada  kebuiuhan pengembangan  kompelens hokim  dan

pegawal pengadilan.



Dalam mengirnpﬂamen’rmiknn korsep CJE ini, MA akan sepenuhnya
mengembangkan metode belajor cara orang dewosa lodult leaming).
Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya
dalam implementasi desain organisas berbasic pengetohuon (knowledge
pbased organization). Para hakim seria aparat peradian akan ferus belajor

dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendin.

Uniuk memastikan  berhasinya implementasi konsep CJE dalam sistem

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Haokim dan Aparatur Peradian yang

Rerkualitas dan Terhormat, kegiotankegiaton yang akan dilaksanakan antara

lgin sebagal berikut:

1. Peningkatan kopasitas kelembagoan dan kapasitas SOM pada pelaksana
fungsi pendidikan dan pelatihan.

2. Penyusunan kurikulum dan maten ajar berbasis kompetensi bagi pregram
pendidikan dan pelafinan hakim dan aparalur peradian yang akaon
dipetbaharui  secara  berkelanjutan, termasuk  penyesuaian  dengan
penercpan sistem kamar.

3. Pelaksanaon program pendidikan dan pelatinon berkelanjuton bagi

hakim dan aparat peradilan.

4 Rekrutmen SDM pada peloksana fungsi pendidikan dan pelatinan yang
berbasis kompetensi, termasuk melibatkon  tenaga eksternal untuk
mendukung penyusunan kurikulum dan mated djar, atoupun menjodi
tenaga pengajar yang dibutuhkan.

5 Pelaksanaan proses Integrosl sistern diklaf dengan sistern SDM secara

keselunshan.



Perybanon suaty  business process sebagai akibat  dari modermisasi
memerukan rekrutmen tenaga baru dan peninglkatan keahlian SOM unfuk
ditempatkan pada proses yang baru. sementara Itu, pihck yang fidak dopat
dickomodasi pada proses yang bary harus direlokasl ke posisi lamn yang lebih
sesugl dengan keahlian mereka. Berdasarkan vraian di atas, ada 2 (dua)
kebutuhan ufoma, yaitu:  peningkatan iterasi Tl dan  standardisasi
pemahaman sistem kerjo.
Sasaran Shategis & : Peningkatan Kompetensi dan Infegritas SDM
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas
sDM, ditetapkan arah  kebijokan sebagal perkut : (1) Penatoan pola
rekrutmen Sumber Daya 55 Manusia Peradiian; (2) Penataan pola promosi
don mufasi Sumber Daya Manusia Peradian. Dengan urcion per arah
kabijokan sebogai berikut :
a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
Peningkatan kompetensi dan integritas SOM Mahkamah Agung dicapai
dengan 2 arah kebijigkan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya
Manusia Peradilon dan (2) Penataan pola promasi dan rutasi Sumber
Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya
Maonusia Peradian menemul kendalo seperti pemenuhan kebutuhan
formasi SDM vang belum sesuai dengan kempetensi yang dibuiuhkan
dengan menemui beberapa fantangan, seperti  |1] Sistem rekrutmen di
Mahkamah Agung belum memenuhi kitera obyekfif sesual 3DM yang
dibutubkan, (2] Belum oda parameles penentuan formasi  hakim
berdosarkan bebaon kera sefiop pengadian secara lebin objekfif dan

akural, (3] Belum ada fujuan rekutmen hakim yang lekih



mangedepankan Upays memperolen calon yang perkudlitas selain
mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berakunya prinsip pentingnya
komposisi hakim di pengadilan yang menceminkan keberagaman yang
ada dalam masyarakat dalam rangka etektivitas mediasi. [5) Belum ada
test kepribadian (test psikolog) dor pihak yang berkompeten dalam
menggall serta mengukur potensi seseorang uniuk menjalankan fungs
peradian dengan baik, (4] Belum dickukannya falent scouting ke
berbagal universitas dengan akreditasi memuaskan uniuk mendapatkan
input aparaiur peradian yang berkuglitas, dan {7) Belum oda sistarm

rekrutmen asisten hakim agung.

sedangkan potensi yang ado untuk  mendukung arah  kebijakan
penataan pola rekrutmen sumber Daya Peradian adalah (1) adanya
metode fransparansi pengumuman hasl ujian yang objekiif dan dapat
digkses secara mudah cleh peserta |melputi nilai dan peringkat), (Z)
terdapal  bagion yang  khusus menangani  loporan  hasd Gsasmen,
kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mohkamah
Agung Rl serio prediksi dan anfisipasi penempatan 50M Mahkamah
Agung Ri, [3) diodakannya ctandarisasi aluran mengenai penambahan
persyaratan menjadi hakirn yang sesual dengan kebuiuhan karakterstik
seorang hakim [untuk mencaokup integritas, moral dan karcikteristik yang
kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-laing,
dan (4] pelibatan lembaga eksternal dolam proses rekrutmean aparatur
peradilan telah dilaksanakan boik darl Komisi Yudisial maupun lembaga

lgin yang berkompeten bersama dengan wahkamah Agung. Sehingga



strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adaloh rekrutmen dan
saleks berbasks kompetensi.

_ penataan pola promosi dan mutasi sumber Daya Manusia peradilan
Penataan sistem pembinaan dan pola promasi mutasi sumber Daya
Manusia Peradilon, permasalghan  yang diternukan adalah  sistem
pembinaan mefiput peningkatan kapabiitas/ keahlian, rotasi, mutas dan
karir balk hakim maupun non hakim periu ditingkatkan dengan parameier
ireward-punishment]. Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijokon ini
adalah (1] perbaikan sistern pembinaan aparatur peradian belum SESUGI
dengan kebutuhan, [2] kelum ada ketentuon sebagal acuan yand
mengatur sistem pempinaon dporatur peradilan untuk mengaantikan
berbagal  peraturan perundang-undangan teknis yang selama  ini
mengatur pembinaan SOM aparatur peradian, (3] pelum teraksananya
perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promesi dan mutasi bogi
pegawal, (4) belum ado fim yang berugas melokukon sinkronisosi
berbagai  peraturan perundangan-undangan  yang selama 546 ini
mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang

mengatur status hakim yang bary sebagaol pejabat negara.

Sedangkan potensi yong ada untuk mendukung orah kebijakan
penataan sistermn pembinoan dan pela promosi mutasl sumber daya
manusia peradilon yaitu bahwa 1] telah dilakukan assessmen! untuk
pejobat setingkat eselon il untuk pangembangan organisasi dan (2] telah
dilaksanakan pelatinan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikal

untuk pejabat sefingkat eselon Il dan V. Dengan segala permasalahan,



tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah

(1] mengambangkan dan mengimplementasikan sistern manajemean DM

befbasis  kompetensi  (competency based HR Management], (2]

meanempatkan ulang dan mencan pegawal berdasarkan hasll assessmen,

(3) pelaksanaan pregram pendidikan dan pelatingn hakim dan pegawai

sacara berkelanjutan (copacity buikding). [4) menyusun standarisasi sistern

pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit

Diklat Litbang Kumdil], dan {3} menyusun regulasi penilaian kemompuan

SOM ol MA unfuk menuju pembaruan sistern manajemen informasi yang

terkomputersas.

sasaran Strategls 7 : Meningkatnya pengeloloan manajerial lembago

peradilan secara akuntabel, efekiif dan efisien

Dengan arah kebijakan sebagai benkut:

q. kKemandiian Anggaran Mahkamah Agung

b. Penatoan manajemen dalam rangka good court govermnance

c. Recrganisasi dan mengarah pada good court govemnance dan

pengembangan budaya organizasi yang efekif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengeloloan manajerial
lembaga peradilan secara akuntabel, efeklif dan efisien, ditetapkan arah
kebijakan sebagai berikut : (1) kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2)
Mekarisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3] Pengeloloan
mManojemen Aset di Peradian; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan
(5] Pangembangan budaya organisasi yang efekdif. Dengan uraian per arah

kebijakan sebagai berkut :



a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat inl. dalam hal aonggaran, Mohkamah Agung mengalami

kendala dalam pemenuhan kebuluhan operasional Birokrasi keputusan

pogu  anggaran  menpakan kendala utama. Usulon perencanaan

anggaran yang dicjukan oleh MA melalui proses pembohasan dengan

Boppenas dan Kementerian Keuangan, acop kali tidak mendapatican

alokasi dona sebagaimana yong diojukan dolom  rencand. Untuk

menjamin efekfivitas peloksanaan tugas dan tanggung jowab MA

sebagal lemboga penegok hukum, maka katarsedioon odlokasi dana

merupakan hal yang penfing.

Untuk mengatasi kendalo tersebut, ditetapkan 2 arah kebjakan

Kemandirian Anggaran Mahkomah Agung dicaopai dengan 2 arah

kebijakan yaitu (1} Penyusunan Rancangan Peraturan mengenda

implementosi Kemandirian Anggaran (2] Penyusunon Usulan Rancangan

Reviss Poket Perafuran Perundang-undangan Keuangan terkait

Kemandirian Anggaran Peradian.

b. Penatoan manajemen dalam rangka good court governance

Dalam rangka kemandiion pengelclaan anggaran Badan Peradian

diperiukan penataan managjemen secarg menyeiuruh menuju goed cour

governance meliputi arah kebijokan sebagai benkut:

1. Reshukturisasi program kegiotan dan pengjaman indikator kinerja
kegiatan;

2. Penyusunan standar biaya yang terkalt dengon bidang peradian
sebagal penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung

dan ;



3. Analss kebutuhan @ sebagal acuan dasar (baseling] berdasarkan

hesll evaluasi capaion kinerja;
4, Penyusunan regulosi penatakelolaan aset dan penerapan fata keloia

aset berbasis risk analysis.
c. Restrukturisasi Organisasl dan mengarah pada good court governance

dan pengembangan budaya organisasl yang efelkdif
Untuk mewujudkan good courf govemance diperiukan arah kebiakan

yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

1. Perambakan struktur organisasi dengan mengacl pada alur busiress

process dan efisiensi manajemen anggaran.
2. Penetapan daon implementasi Milgibniial utama dalam berbagai

aspek pekefoan untuk mendorong budaya keria yang sesual

dengan visi dan misi Mahkamah Agung.

3. Transformasi mindset mengarah pada internal service atfitede yang

menunjang efisiensi dan efektivitas business process.



3.2 ARAH KEBLJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA

SAMARINDA

Tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai atou dihasikan
oleh Pengadilan Tinggl Agoma somarinda dalam jangko wakiu 1 [satu)
sampai dengan 5 [kma) tahunan adalah :

1. Terselesaikannya penyelesaian perkara dengan tepat waktu, fransparan
dan akuntabel di ingkungan Peradilan Agama;

2. Dukungon Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi
Peradilan.

Sasaran-sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Somarnnda
yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
dirumuskan untuk masing-masing fujuan yandg telgn ditetopkan. Sasoran
adalah hasil yang akan dicopai secana nyata oleh Pengadian Tinggi Agama
samannda dalam rumusan yang lebih spesifik. tenukur kurun waktu 5 fahun,
yaitu :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti.iransparan dan agkuntabel;

2. Peningkatan evekfivitas pengelolaan penyelesoian perkara;

3. Meningkatnya akses peradiian bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4, Meningkatnya kepatuhan tethadap puiusan pengadilan;

Untuk mengukur keberhasiion pencopaion tujuan dan sasaran,
Pengadilan Tinggi Agoma Samarinda merumuskan seperangkat indikator

sebagai berikut:



sasaran 1; - Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- Perse perkaro yang diselesakan tepat wokiu;
. Persentase penurunon ssa perkar;
. Persentase perkara yang tidah mengajukan Upaya Hukum
Banding. Kasaosi dan PK;

index responden pencan keadian yang puas terhadap

loyanan peradilan;
Sasaran 2: - Persentase isl putuson yang ditenma aleh para pihak tepat
wakhu;

Persentase perkara yang disslesaikan melalui mediasi;

L]

Persentose berkas perkara yang dimehonkan Banding, Kosasi
dan PK yang digjukan secara lengkap dan lepat wakhu;

Persentase putusan yang mendarik perhatian masyarakal

(Ekonomi Syariah) yang dapat dickses secara online dalom
waktu 1 hari sejak diputus;

Sosaran 3 pemeniose perkara prodeo yang diselesaikan:

Persentase perkara yang diselesaikan dilvar gedung
pengadiian;

- Persentase perkara permmohonan [Voluntair) identitas hokum;
. Persentose pencar  keadion golongan tertenty  yang
mendapat layanan bantuan hokum (posbakum)

sgsaran 4 : - Persentase putusan perkara perdata yang difindaklanjuh



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetopkan, Pengadilan Tinggl Agama somarinda menetapkan arah dan
kebiiakan dan strategi sebagal barikut:

1. Peningkatan Kinera

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan
sctemn manajemen perkara yang akuntabel dan transparon sehinggo
masyaraket pencari keadian dapol mempercleh kepastion hukum.
Kinerfo sangat mempengoaruhi finggi rendohnya angka penyelesaian
perkara, proses peradian yang cepat, sederhona, transparan dan
akuntabel, Peningkatan kinefia bertujuan untuk meningkatkan integrias
surmnber daya aparatur peradilan.

Hakha! yang peru diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan
strategi peningkatan kinerja:

a Sisterm karis merupakan perbaikan dalam mekanisme promost dan
mutasi sesual dengan kompetensi;

b, Pengowasan ekstemnal dan internal. Hal ini disebutican untuk menjamin
befolannye proese  penengakan hukum yang okuntabel dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat;

e. Menguosai Standar Operasional Pekerjaan [S0OP) sesuai bidangnya:

d. Perlu adanya dukungan sgrana dan prasarana dan teknologi informasi

yang memadai untuk meningkatkan kinerja.



2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pulbadik

Dakam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
mMemiliki standar peloyanan bagi pencar keadilan mengatur dengan jelas
hak dan kewgjiban penyelenggaraan pelayanan maupun penefima

layanan;

a. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
b. Meningkatkon sorang, prosaranc dan teknologi informasi  untuk

pelayanan pubilik.

3.3 ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, fujuan dan sasoran yang

ditetapkan, Pengadilon Agama sangatta menestapkan arch dan

kebijakan dan sirategi sebagaoi perikut

1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerfja sangat menentukan dalam meningkatkan
systern maonajemen perkara yang akuntabel dan fransparan
sghingga  masyarakat pencan keadilon dapat memperoleh
kepastion hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya
angka penyelesaion perkarg, proses peradilan yangd cepa,
sederhana, fransparan  dan  akuntabel. Peningkatan  kinerja
herfujuan untuk meningkatka integritas sumber daya aparatur
peradilan.
Halhal yang perlu diperhatikon uniuk mendukung kebljakan dan

strategl peningkatan kinefja :



a. Sistem karr merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi
dan mutase sesuai dengan kompetensi;

b. Pengawasan ekstemal dan intemal hal ini disebutkan untuk
menjomin  berjalannya  proses penegakan  hokum  yang
akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

c. Menguasal  Satandar  Operasional Prosedur (SOP) sesuai
bidangnya:

d. Periu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknotogi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja;

2. Peningkatan Kualitas Pelayandan Pubdik

Dalam upaya unfuk meningkotkan  kuadlifas pelayanan publik,

diperukan kebijakan yang memperhatikan hat-hol sebagai berikut,

a. Memilki standar peloyanan bogi pencari keadian mergatur
dengan jelas hak dan kewdlfiban penyelenggorean pelayanan
maupun penerima pelayanan ;

b, Memiliki mekonisme penanganan pengaduan |

c. Meningkatkan sarand, prasarana dan teknologl informasi untuk

peloyanan pubfik ;

3.4 KERANGKA REGULASI

Dengaon lahimya Undang-Undang nomer 25 tahun 2004 tenfang sistem
Perencanaan Pembangunan Nosional secara egas meanyatakan Dahwa
kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan

pembangunan nasional. Peasal 4 ayat (2] menyatakan :



" BB JM Nasional merupakon penjobaran dari vish, misi dan Program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada RPIM Nasional, yang memuat
sirategi permbangunan Masional, kebiakan umum, program kemeantrian/
lembaga dan  lntas kementerian/Lembaga, kewlayohon dan  linfas
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencokup gombaran
perekonomion secara meryeluruh fermasuk crah kebijakan fiskal dalam
rencana kerfja yang berupa kerangka regulasi dan kerangko pendonaan "
Seiing dengan diterbitkannya UU nomor 23 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Mosional tersebut diatas dan Uu Momor 12
tohun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna
mendorong pencapaian prioritas  pembangunan ncgional  hususnya
terwujudnya kepastian  hukum maka dipefdukan adanya suofu regulasi
peraturan  perundang-undangan  yang berkualitas, Mahkamah Agung
sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPIM pericde ke 1l tahun
2020-2024 oleh pemerntah dicer amanat uniuk melgksanakan pregram
permarintah guna terwujudnya pembangundan hukum nasional ditujukon
untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam
perbagai ospek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Masional Jangka
Menengah RPJMN tohun 2020-2024 adaloh Kesodaran dan panegakan
hukum dalam berbagal aspek kehidupan berkembang mokin montap sefa
profesionalisme aparatur negara di pusal dan doerah makin  mampu
mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program priortas pemarniah yong tertuang dalam
RPJM  tahun  2020-2024 yang  diamanatikan repada  seliap
kementrian/lemboga  maoka  kementerian/lembaga dimaksud  harus

menetapkan kerangka regulasi yong dijadikan sebagai instrument guna



pencapaian  5asoron kelembagaan. Keranged regulasl  MerUpaxon

perencanaan  pembentukan reguiosi  dalam  rangka memfasilitasi,

mendorong dan mengatur perilaky masyarakat dan  penyelenggaran

Megara dalam rangka mencapal fujuan bemegara, Kerangka regulasi ini

diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepalo Bappenas M.l tahun

3014 fentang pedoman Penyusunan RPJMMN 2020-2024 don Peraturan

sesmen PPM/Bappenas tentang jukiak Mo, 2/ Juklak/Sesmen/03/2014 tentang

Pefunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian  kKerangkd

Regulasi dalam RPIMN.

Perlunya dimasukkan kerongka regulasi dalam rencand stratejik fahun 2020-

2024 adalah

a. Mengarahkan proses perencanaacr pembentukan regulasi  sesuai
kebutuhan pembangunan.

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalom rangka mendukung pencapaian
priorifas pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengolokasian  anggaron untuk keperuan
pembentukan regulast.

Mahkamah Agung sebagai salah safu lembaga tinggl negara dalam

mareaisasikan program pemerntah yang difuangkan dolom RPJM tahun

2020-2024 juga harus menstopkan kerangko reguiasi, penetapan kerangka

regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selaly

seiring dengan kebijokan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijokan

dan strategi Mahkamah Agung.



KERANGKA REGULASI

bu/Srategls | Arah Kebijakan | Arah  Kerangka r#-mw-an Direktoraf Direktorat
2020-2024 Reguiasi gegulosi penganggung | 4. e it
Jawab
“Opfmalsos | -Peningkatan ~implemeniosi 5K %  Oiflen | Difen Bodiag | Difjen |
Manojemer panyelesoion KA tentong | Badiog teniang Badiag,
Peradian perkarg, percepatan peanambalion
Diklat
Agama penirgkatan partyelesoion valume  sidang
Sangata efektiffias parkara kefling, Kumdil
pangekoloon -Panambahan posyarkum  dan MA R
peryalesaian wolurmis sidong | perkara prodeo
perkara kefirg. -Parnbuaicn
—Paninckaton QOSYarEUm, surat ecaran
oksesibilitos perkoro prodec | peningkatan
masyarakot ~Paningkatan palayanon
tarhodap peradilan, | pelayanan putlic. puisdk, -
—Peningkatan =Standarisosi Juldake/julonis
kapatunan peiaksanaan pelaksanaon
terhadop  putusan | bimiek. birntek,
pengadian, —Julklakfukriis
~Peningkaton tentang
kusofitos SDML percepoatan
penyalasoian




Dan ntuk menunjang kelancaran seria kepaostian serta da
Agoma Sangatta

aktifitas  satker

secara

teknis maka Pengadilan

sor hukurm dari

mengeluarkan regulasi berupa sural Keputusan Ketua, Wakil Ketug, Panitera

dan Sekretars Pengadilan Agoma sangatta, yang secara Ancinya sebagal

berikut
KERANGKA REGULASI PENGADILAN AGAMA SANGATA
|
NO KETERANGAN NOMOR 35K TENTANG TANGGAL
sadan Pertimbangan :
SK. KETUA PENGADILAN | W17- 2 Januarl
1 Jaboton dan Kepangkatan
AGAMA SANGATTA AP/03/KP.02/1/2020 | by songati _ 2020
, | SK KETUA PENGADILAN | WI7- E’E';‘cwm;f:u . | 2anvar
AGAMA SANGATIA AS/22/0T00.1/1/2020 | oo A Sangat 2020
5 | K. KETUA PENGADILAN | W17- :" Penerapan Pedoman 53 | 5 jo0,a
AGAMA SANGATTA A9/42/01.01.1/1/2020 m’_"_'“"“ m"mj : "‘“""n]. L / 2020
4 SK. KETUA PENGADILAM | W17- Fengangkaian Hubungan 2 Januarl
AGAMA SANGATTA AS/05/OT.01.1/1/2020 | Mosyarakal 2020
| K. PANITERA
5 | PENGADILAN r'ﬂ‘l:—'v Pengelola Blaya Proses 2 Januari
AGAMA SANGATTA A9/24/HK.05/1/2020 | poda PA Sangatta 2020
4 | 5K KETUA PENGADILAN | W17- Unit Fengendall Gratifikasl | 2 Januari
AGAMA SANGATTA A9/63/01.01.3/1/2020 | (UPG) PA Songatia 2020
Penunjukan Tim Pelegos
SK. KETUA PENGADILAN | W17~ 2 Januari
7 | AGAMA SANGATIA | A%/18/XP.01.2/1/2020 ;mf“"““ Anggaran | ogag
[ Penunjukan Petugos Meja |,
e | RoamA: Jﬁmc;ﬂm ner1fliKosn a0 | 1on i Pangadion Agama ;ﬂﬂTm |
o sangatta
g | 3K KPA FENGADILAN ::;_m:rm 2/1/202 e Ftnﬂu:'::r;.’h;um 2 Janvar
i AGAMA SANGATTA " jsinitured 2020 |
w17- Tirm Pengelola Teknologl
10 iﬁﬂ;ﬂ'ﬁiﬂ““ AF/15/HM.02.3/1/202 | Informasl Pengadilan 2o
0 Agoma Sangatta
SK. KUASA PENGGUNA Penunjukan Bendahara
1 ANGGARAN Wwi17- Penerma dan penyetor 2 Janwari
PENGADILAN AGAMA | A%/54/KU.00.1/1/2020 | PNBP Pengadiion Agama | 2020
| | SANGATTA songatta @
12 5K. KETUA PENGADILAN | W17- Pejobot Pengelola Informasl 2 Januari
AGAMA SAMGATTA AT/OF/HM.O1 12000 | & Dokumeniasi Pengadiian | 2020
Agoma Sangafta
Pembentukkan Tim Meja
Pengaduan dan
13 f&ﬂﬂﬁﬁ'ﬁ:‘ N | o/os/1/a000 | PenEetuan Onlne T
Pengodilan Agamia |
Sangotta |
1a | 5K KETUA PENGADILAN | W17- Penunjukan Hokim Pembina | 2 Januarl
AGAMA SANGATTA A9/04/P5,01/1/2020 | don Pengowas Bidang | 2020




' Pengadilan Agoma
Sangatt :
Panunjulcan Tim Pangowas
15 | 5K KETUA PENGADILAN | W17- Pengadiian 2 Januar
AGAMA SANGATTA A9/08/PS.01/1/2020 | . Agana 2020
Penunjukan Petugas
e | 5% KETUA PENGADILAN | W17- Fengelola Perpusiakoan 2 Januarl
AGAMA SANGATTA AS/14/KP.04.6/1/2020 | Pengadilan Agoma 2020
o $angatta
Penunjukan Bendohara
W 5o rrrrrll b Pangelola Alat Tulls Kenter | 2 Jonuari
SANGATIA AR/A5PLO3N /2020 Pengadilan Agama 2020
Sangotia
Tim Permyusun Laporan
18 SK. KETUA PENGADILAN | WIT- Kevangan Pengadian 2 lanyarl
AGAMA SANGATTA A/39/0T.02.1/1/2020 | Agama Sangatia Tahun 2020
2020
r 1o | 5K KETUA PENGADILAN | W17- Penunjukkan Prolokoler PA i,_:a‘:;'ﬂ‘“"“
AGAMA SANGATTA AF/45/HM.01.1/1/2020 | Sangaftic
Wi7- 2 Januar
$K. KETUA PENGADILAN
20 | AGAMA SANGATTA ;wun.rm.mmm Reviu IKU PA Songatta 2020
Wi7F- 2 Jonvarl
$K. KETUA PENGADILAN
21 | A GAMA SANGATIA :'I'.Fﬂh.ﬂ'ﬂ'l'.l:ll.ﬂm Renstra PA Sangatta 2020
3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN
Pengadilan  Agama  Sangafta sebagal  lembaga peradian  yang

melaksanakan fungsl kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum
Kabupaten Kutai Timur, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadil
dan menyelesaikan perkara yong diojukan sebagaimana di gtur dalam Undang-
Undang Nomeor 50 Tahun 2009 perubohan kedua ates Undang-Undang Momor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perafuran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Crganisasi Dan Tata ¥erfo Kepaniteraon Dan Kesekretariotan Peradilan,
susunan organisasl pasal 108
Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkaro

di bidang permaohonan.



Pasal 109 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimand dimaksued dalam pasal 108,

Panitera Muda Permaohonan menyelenggarakan fungsk

a. Peloksanogn pemerksaan,  penelochan kelengkopan  berkas  perkarg

permohonarn;

b Pelaksanoan registrasi perkara permaohonan;

c. Peloksanaan distribusi perkara yang telah diregister unfuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majels Hakim dari
ketua Pengadilan kekas I

d. Pelaksanaan pererimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di
administrasi;

e, Pelgksanaan pemberitahuan & putusan fingkat perfama kepada para pihak
yang fidok hoadin

¢ Pelaksangan penyampaian pemberitahuan putusan fingkat banding kasasi dan
peninjouan;

g. Peloksangan pelayanan terhodap permintahan salinan  putusan  perkara
parmohonan;

h. Peloksanaan peneimaan dan pengirmon berkds perkara yang dimohonkan
kascsi dan peninjouan kemboli;

i Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada parg pihak don menyompaikan relas penyerahan isi putusan kepada
mahkamah Agung:

j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyal kelkuatan

hukum tetap;

k. Peloksanaan penysrahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

kepada Panitera Muda Hukurm;



| Peloksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

. Pelaksanoan fungsi kain yang diberkan oleh Panitera.

Pasal 110 : Panitera Muda Gugatan mempunyai fugas meloksanakan administrasi

perkara di bidang gugatan.

Pasal 111  Dalam meloksanakan tugaos sebogaimana dimaksud dolam pasal 110,

Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pemerksaan, peneloahan kelengkapan berkas perkara gugatan;

b, Pelaksanaan regisirosi perkara gugalan;

c. Pelaksanaan distibusi perkaro yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dori
Kefua Pengadilan kelas | melalui Panifera:

4 Pelaksanaoan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di
rrinutast;

e. Peloksanaan pemberitahuan ki putusan tingkat perfama kepada para pihak

yang tidak hadir:

f. Pelaksanaan pelayanan tethadap permintaan safinan putusan perkara gugatan

g. Pelaksanoan penernmaan dan pengiiman berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan peninjauan kembal

k. Peloksanoan pemberitahuan  permyataan banding, kasosi dan peninjouan
kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi don termohon
peninjoucan kemial;

i Pelaksanoan pengawasan terhadap pembertahuan sl putusan upaya ko
kepada paro pihak don menyampaikan relas penyerahan isi putuson kepada

Pengadilon Tinggi Agama dan Mahkamah Agung:



j. Peloksancan penermaoan konsinyas;

k. Pelaksanaan penerimaan permaohonan eksakusi;

I Peloksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuoian

hukum tetap:

m. Pelaksonaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekugtan
hukum tetop kepada Ponitera Muda Hukum;

n. Pelaksanaan urusan tata usaha Keparniteraoan; dan

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 ; Panitera Muda Hukum mempunyal lugas mealaksanakan pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data perkara serfa pelaporan.

Pasal 113 : Dalom melaksanakon ugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 112,

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkora |

b. Peloksanaan penyajian statistik perkand;

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikeordinasikan dengan Kantor Wilayah
Kemeninan Agama;

d. Peloksanaan peryusunan dan pengiiman peloporan perkara;

s  Pelaksanoan penataan.penyimpandan dan pemealiharoan orsip perkarg;

f. Peloksanaan kerfjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

g. Pelaksgnoan penyiapan, pengelolacn can penyajian bohan-bahan  yang
herkaitan dengon fransparanst perkora,

h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dar masyarokal: dan

i Pelaksanaan fungst lginyang diberkan cleh Panifera.



Adapun Kesekretariatan Pengadilon Agoma Sangatta Kelas | mempunyoi

vadudukan,fugas dan fungsi Pasal 322 yaitu :

1. Kesekretarigtan Pengadian Agama Kelos |l adalah aparatur tata usaha negara
yang dolam menjolankan  fugas dan fungsinya berada di bowah  dan
bertanggung jowab kepada Ketua Pengadian Agama Ketas Il

2 Kesekretaraton Pengadilan Agama Kelas i dipimpin oleh Sekretans.

Pasal 323 : Kesekretariatan Pengodian Agama Kelos || mempunyai tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasl, organisasi, keuangan,

sumber daya manusia, serfa sarana dan prasarand di lingkungan Pengadilan

Agama Kelas II.

Pasal 324 : Dalam melaksanakan tugaos sebagaimana dimaksud dalom pasal 323,

¥ asakretariaton Pengadian Agama Kebas I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiopan bahan pelaksanadn usan perencangan program dan anggararn;

b. pelaksanaan wWusan kepegawalan;

c. pelaksanaan urusan keuangan;

d. penyiapan bohan pelaksanaan penatoan organisas: dan tata laksaona;

o, pelaksanaan pengelolaon feknologi inforrmeasi dan stofistik:

f. pelaksanaan urusan sural menyural, arsip, perengkapan, remmah  fangga,
keamanan, keprotokolan, don perpustakaan; dan

g. penyiopan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasl serta

pelaporan di lingkungan ¥ esekretaratan Pengadilon Agama Eedas |l



susunan Organisosi Kesekretariatan Pengadian Agama Kelas Il terdin atas:

a. Subbagian Perencanaan. Teknologi Informasi, dan Pelapordr;

b. Subbogion Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Loksana; dan

. Subbagian Umum don keuangan.

Posal 326 : Subbogian Perencanoan, Teknologl Informasi, dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan pcenyiopan bohan peloksanaan
perencanaan, pregram, dan anggaran, pengeloloan leknelogi
infarmel dan stafistie, serfa pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumeniasi serta peloporan.

Pasal 327 : Subbagion Kepegawaian, Organisasl, don Tata Laksana mempunyai
tugas melaksanokan  penylapan bahan pelaksanaan  urusan
kepegawaian, penaraan organisasi dan tata loksana.

Pasal 328 : Subbagian Umum dan keuangan mempunyal tugas melaksanakaon
penyiapan  pelaksanaan urusan swrat menyurat,  arsip,
pefengkapan, rumah  langga, keamanan, keprotokolan,

perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



Berdosarkan PERMA No 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tato kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Struktur Organisasi PA Sangatta adalah
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Bagan : Strukour Organisasi Pengadifan Agama Sargatta Tahun 2018 (Jan-Des)

Dari pasakpasal sebogaimana tersabut diatas, dapat dipahami bahwa

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi



yustisial dipimpin cleh seorang Paniterd sementara pelaksanaan fugas dan
fungsl dibidang dukungan feknis dan administratif dipimpin oleh secrang
Sekretaris.

Kerangka kelembagodn yang ditetopkan cleh Pengadian Agama
sangatta sebagoimana fersebut diatas dipandang cukup efekfif dan idedl
dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan
pemerintah yang ferfuang dalam RPIMN Nl tahun 2020-2024 khususnya yang
terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin
mengembangkan kesadaran don penegakan hukum dalam berbagai aspek.
Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Masional Jangka Menengah RPJMMN
tahun 2020- 2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalom berbogal
aspek kehidupon berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur
negara d pusal dan daerah makin mampu mendukung pembangunan
nasional.

Pengadian Agoma Songafta dalom menentukan arah sasaran dan
tujuan strategis tahun 2020-2024 sudah barang tentu tidak akan terlepas clari
amanat pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke Il tohun 2020-2024 di
bidang hukum, dolam mendukung pencapaian sasaran dan fujuan strategis
dicidang kepaniteraan meskipun taloh ditentukan arah kelemboagaan sebogal
kerangka kerja aparafur peradilan namun masih diperukan peningkatan pada
perbagal elemean khususnya yang terkalt dengan perningkatan sumber daya
manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi inforrmasi. Hal ini hors
dilakukan Pengadian Agama Sangatta sering dengan semakin kritisnya pota
pikir masyarakat dan sarmakin kuatnya tuntutan masyorakat akan transparansi

kinera aparatur peradilan.



Cuna mendukung kinerja Pengadian Agama SAangatta dalam
meloksanakan tugos pokok dan fungsinyd yang terkait dengan dukungan
pelaksanaan bidang teknis dan admisnitrasi 93 yusfisial maka Pengodilan
Agama Sangaftta felah menetapkan kerangka kelembagoan sabagaimanag
tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 7
tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretanatan
Pengadilan Agama Sangatta.

Dari uraion fersebut diatos dopat dipohami bohwa kerangka
kelembagoan yong dibangun Pengadilan Agama Sangatta dalam rangka
peloksanaan  dukungan  tugas teknis don administrasi  yustisial adalah
membangun sitem kerjo dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun
koordinasi kineria antar lain, melokukan penatoan dan pembinaan secara
berkalo terkall dengan peningkatan sumber dayd manusia bidang teknis
maupun odminisirasi umum, menyiopkan perencaan yang matang sehingga
kebutuhan  anggoran  ferpenuhi seCara proporsional,  melokukan
penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi,

melakukan pengawasan berkala secara komprehensif.



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

Adapun target kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Sangatta adalah sebagaimana

yang tergambar dalam matrik berikut :

NO | SASARAN STARTEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Peradilan yang
pasti, Transparan dan A
Akuntabel
a.Persentase perkara yang diselesaika tepat 100 %
waktu
b, Persentase penurunan sisa perkara 19%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum: 9.5 %
+Banding
=Kasas
PR _
d.Index responden pencarikeadilan yang 100 %
puas terhadap layanan peradilan
2. | Peningkatan Efektivitas |a.Persentase isi Putusan yang diterima cleh
Pengelolaan para pihak tepat waktu 200 O
Penyelesaian Perkara
b.Persentase Perkara yang diselesaikan
melalul Mediasi 5 o
¢.Persentase  Berkas  Perkara  Yang
dimohonkan Banding Kasasi dan PK 100 9%
yang diajukan secara lengkap dan tepat
waktu
dPersentase  Putusan  yang  menarik |
perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) 1%
vang dapat diakses secara online dalam
_ waktu 1 hari sejak diputus
3. | Meningkatnya Akses a.Persentase  Perkara  Prodeo  yang i

Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan

diselesaikan

| te[glnggirkan




b Persentase Perkara yang diselesaikan
diluar Gedung Pengadilan

100 %

[ ¢. Persentase Perkara Permohonan 0%
(Voluntair) Identitas Hukum _
d.Persentase Pencari Keadilan Golongan 0%
Tertentu yang mendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
4. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang
kepatuhan terhadap ditindaklanjuti (dieksekusi) 1%
putusan Pengadilan
Dan untuk kerangka pendanaan fahun 2020 Pengadilan Agama Sangatfa
tergambar pada matrik berikut :
NO PROGRAM TUJUA SASARAN INDIKATOR | 2019
KIMERJA vOL ANGOARAM
(1. | Peningkatan Terselesaika | Meningk i Peningkatan | 15 18.750.000,- |
i nnya at Fenyelesaian
manajemen Panyeiisdis m"'a‘!;l'iﬂ ; Do Perkara
pEIT:IE“IﬂI'I agama n Parkara kinerja Prodeo
yang Hakim ,
sederhana, dan 2. Peningkatan 10 75.000.000,-
tepat Aparatur penyelesaia
wal;t:,lranspar Peradilan dan n perkara
an dan kepercayaan
akuntabel Sl W rlealr:sanaan
lembags sidang
gedung
pengadilan
dan Sidang

Terpadu




BAB V
PENUTUP

rRencana Strategls Pengadian Agama sangatia 2M20-2024 diarahkan untuk
merespon berbagai fantangan dan peluang sesual dengan funtutan perubahan
lingkungan strategis. baik yang bersifat intemal moupun yang bersifat eksternal,
Renstra ini merupakan upoya untuk menggambarkan peta permasalahan, fitike-titik:
lemah, paluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan stralegis yong akan
dijalankan selama kurun wakiu ima tahun, serfa output yang ingin di hasikan dan
outcome yang di harapkan.

rencana Strategis Pengadilan Agoma Sangatta harus terus disempumakan
dari wakiu ke waktu, Dengan demikian Renstra ini berifat terbuka dan
kemungkinan perubahan.  Melalui Renstra ini diharapkan dopat membaniu
pelaksana pengelolo kegiatan dalom melokukan pengukuran fingkat kebernasian
terhadap kegiaton yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, di haropkan unit-unit kerja di ingkungan Pengadilan
Agama Sangatta memilki pedoman yang dapat dijodikan penuntun  bagi
pencapaion oroh,fujuan dan sasaran program selama fima tahun yaifi 2020
2024, sehingga Visi dan Misi Pengadilon Agama sangatta dapat terwujud dengan

aik



s

ya Proses
Peradilan
vang Pasti,
Transparan
dan
Akurtabel

MATRIK RENSTRA 2020 — 2024

a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan

b. Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu

100%

100%

100%

100 %

o, Persentase
penurunan sisa
perkara.

20%

20 %

d.Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan
Upaya Hulkum :
sBanding
#kasasi
s

100 %

100 %

100 %

100 %

e. Index responden
pencari keadilan
yang puasterhadap
layanan peradilan

100%

100%

100%

100 %

Rersira Pangadilon Agoma Sangatta Tahun 2020-2024

&




Pencan | Percentase [ 5Th Peningkata | a Persentase |si putusan _
ﬁ _H__ﬁ paran m_.nﬁ_._.;.um vang diterima oleh para q00 | 1000 | 100% | 100% | 100%
terpeny | diterima Pengelolaa pihak tepat waktu %
hil peh  para n
keingina | pha  tepal Penyelesala
Anya wak n Perkara
F_umﬂm:ﬂm.mn Perkara J___m.;m - - - - -
Diselesaikan melalui
Mediasi
€. Persentase berkas perkara
yang dimohonkan 100 | 100% | 100% | 100% | 100%
Banding, Kasasi dan PK %
yang diajukan secara
lengkap dan tepat wakiu
d.Persentase putusan yang
menarik parhatian
masyarakat {ekanomi 1% 1% | 1% | 1% | 1%
syariah } yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari sejak
diputus
Pencan | Persentase | 5Th Meningkat | 3 Persentase Perkara ﬂ.ﬂmﬂﬂ
kaaditan | perkara mya Akses Prodeo yang diselesaikan o
mnﬁ iy e ”Hm_n_“, 0 | 100% | 100% | f00% | 0% | mengeme
Ba rakat
keingina .._..aﬁ_ dan MHE
TR Terpinggirk
an

Bankian
pembabasa
n bigya
perkara

1B

18.750.000




Parsentase b Persentase Perkara yang | 100 | 100% [ 100% | 100% | 100%

_ ang diselezaikan di luar %
“_.E__Emr! Gedung Pengadilan dan
diluar Sidang Terpadu
gedung
pengadilan
c.Persentase Perkara 100 | 100% | 100% | 8603 | 100%
Permohonan{Valuntair) % %

identitas Hukum

d.Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum | 0% | 0% 0% |0% 0%
{Posbakum)

Pencan | Meningkatn | 5Th Meningkat | Persentase Putusan Perkara
keadlan | ya kepatuha mya

moress | tahiadep et E.:u_wr._ ___E.___m Ditindakdanjutl | .o | % 19% 1%
terpeny | pubJsan Terhadap (dieksekusi).

kemgna Pengadilan

nya

Rarnsira Pe .“.l._..__.__“.”_q_ Ao S naaiia Tahun g Lo W 1 W | &4
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA
Nomor : W17-A9/65c /OT.01.1/1/2020

Tentang
Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Sangatta
KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Menimbang i 1

Menginget )

6.

T.

Dengan berjatannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPIM) 2020-202¢ maka Pengadilan Agama Sangatta perly
Ferancang penyempumaan Rencana Strategis {Renstra) 2020-2024;

Bahwa unluk melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana
Strategis (Renstra} 2020-2024 periu membertuk bm;

Bahwa nama-nama yang tercantum datam surat keputusan ini
dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai
tim penyusun Rencana Strategis (Penstra) 2020-2024;

Undang-undang Momor @ 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Momor ;14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Aging.

Undang-undang Nomor @ 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kzhalkiman;

Undang-undang Momor (50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undamg Nomor . 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
AGAImE;

Peraluran  Pemerintah Nomodr @ 8 Tahun 2006  tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineria Instans Pemerintah;

Poraluran  Presiden  Nomor @ 7 Tahun 2005 besilang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004
2005;

Peraturan Presiden Nomor @ 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Strukibur Organsasi, dan Tata Kerja;

Peraturan  Presiden Momor ;13 Tahun 2005 tentang
Sekretarial Mahkamah Agung,

8. Peraturan  Presiden  NOmOr . 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah  Agung;

9. Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Megara

Momor © PER/S M PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penctapan
Indikator Kineria.
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Perlanng

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADTLAN AGAMA SANGATTA

Rancangan Rencana Strategis {Renstra) 2020-2024 Pengadiian Agama
Sangatta sebagaimanas tercantum dalam lampiran inl merupskan acuan
kinera yang digunakan oleh Pengadian Agama Sangaifa unfuk
menciapkan Perjacjan Kinera (PX} Taben 2000, ETTrATAkEN
fencana Kinerja Tahonan (RiC7), menyusun Laporan Knera instans
Pemerintah [LKJP) serta melakukan evaluasi pencapaian  kineria
Pergadiian Agama Sangatts;

Menetapkan Susunan Tim Peryusun Reviu Rencana Strateqgis (Rensira)
2020-2024 Pengadilan Agama Sangatta pada lampiran surat keputusan
e,

Keputusan i mofai berlaky sejak tanogal dtetapkan, dengan
seEhagainans mestinya.




Lampiran Surat Kepubusan
Hetua i

AGama
Nomod  : WL7-AS/SC/OT.01. 1 V2120

Tangga 2 Jarmead 2000

‘N0 NAmMA  JABATAN | KEDUDUKAN
L | - . - ".

1 | H. Ahmad sy Syafii, S.Ag. | Ketua - Pembma
P 2 I’m-m;m..ug.m, | Wakil Ketua | Pembimbeng
L | Pengadilan Agama Sangalla |
| 3 | Iman Sahlani, S.AgQ. | Panitera _lmmm
|4 | Dra.Hj.Rakhmiah,M.H. | Sekrataric | Penanggung Jawab
5 | Nurwasilah, 5.H. Kasubiag Perem,ﬁiﬁma

! _| dan Pelapor ok

& | Eiiyana, SH Masubbag Kepegawalan & | Angoota
S P L N S ——
L 71 Khawudin, SAg | Pantters Muda Permohonan | Anggota
'I 8 | Siti Wafiroh, SH. | Panitera Pengganti Angoota
'_a_l'm' pdiyans, 5.H.L. | Panitera Pengganti | Anggot

10 | Lail Wahwu Asmarani, A.Md. | Bendahara




